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BUPATITAKALAR 
PERATURAN BUPATI TAKALAR 

NOMOR o,< TAHUN 2017 

TENT ANG 

PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH 

DUGAR RAHIIAT TUHAN YARG MAHA ESA 

BUPATI TAK.ALAR 

a. bahwa sehubungan tclah ditctapkannya Peraturan 
Daerah Nomor 07 tahun 2016 tenumg pcmbentukan 
clan susuna.n perangkat dacrah dimana pcngc\olaan 
pajak air tanah yang selama ini dilaksan&.kan oleh 
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Mcncngah, 
Perindustria.n, Perdagangan dan ESDM Kabupaten 
Takalar, maka dcngan adanya Peraturan Dacrah 
teraebut pcngclolaan pajak air tanah dilaksanakan olch 
Sadan Pengelolaan Kcuangan Oacrah Jw.bupatcn 
Takalar sehingga pcrlu diadakan penyeeuaran. 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud huruf a, pcrlu mcnctapkan Peraturan Bupati 
Takalar tcntang Pelaksanaan Pajak Air Ta.nah. 

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Oacrah-dacrah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 959 
Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupai, Koluai dan NepotilSille (Lcmbamn Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lcmbanln Negara Republik Indonesia Nomor 285 t): 

3. Ul'Jdang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tcntang 
Sumber Dara Air (Lcmbamn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik lndol'lcsia Nomor 4377]: 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahuli 2004 tcntang 
Perimbangan Keuangan antara Pcmcrintah Pusat dan 
Pemcrintah Oaerah, (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lcmbamn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438]; 



5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Ret..;busi Daerah, (Lcmbamn Negara 
RepubWc Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan ?craturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah aebqaimana tdah diubah 
beberapa kali tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan kcdua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan 
Dacrah ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Pcraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
l..cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4588); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang 
Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagi.an Urusan Pemerintahan antara Pemcnntah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dat1 Pcmerir.tah Dacrah 
Kabupa.ten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Air Tanah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfa.atan lnscntif 
Pemungutan Paja1< Daerah dan Retribusi Dacrah 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5161); 



14. Pcraturan Pcmenntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Bcrdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan l.embarar. Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

15. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lembanm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

16. Pcraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 
2015 tentang perubahan atas Pcraturan Daerah Nomor 
08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 

MEMUTUSKAl'I : 

Menetapkan PERA Tl1RAl'I' BUPATI TAKAI.AR TENTAJfQ 
PltLAKSAlfAAll PAJAK AIR TA11AH 

BABI 

KETElfTUAlf UMUM 

Paaal l 
Dalam Peraturan Bupati Takalar ini yangdimaksud dengan: 

l. Oaerah ada!ah Kabupaten Takalar. 

2. Pcmerintah Daerah adalah Kepala Deerah aebega.i unaur 
penyelenggare Pcmerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 Bupan adalah Bupati Takalar. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah aesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

S. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Takalar. 

6. lnstansi adalah Sadan Pcngelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Takalar. 

7. Waj1b Pajak Air Tanah edalah orang pribedi atau badan yang menurut 

pera.turan perundang-undangan diwaj1bkan untuk melakukan 

pemba.yaran paJak daerah atas pengambnan dan atau pemanfaatan 
air tanah. 

8. Mas.a penfllikan pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan jasa 
dan penzinan tertentu dflli Pcmerintah Oaerah. 



9. Surat Sctoran Pajak Daerah yang eclanjutnya dlsingk.at SSPD adalah 

bukti pembayamn atau penyctoran pajak yang d11akukan dengan 
mcnggunkan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk o\eh Pcmcrintah 
Daerah. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daemh, yang selan.1utnya thsingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah 
pokok pajak yang terutang; 

11. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang meliputi pers.eroan terbatas, perseroan 
komanditer, dan perseroan lainnya, yang berbentuk badan hukum 

yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan 
didirikan sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kcsatuan Republik 
Indonesia; 

12. Air Tanah adalah air yang tcrdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

di bawah pennukaan tanah; 

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kcgiatan mengtumpun dan 

mengelola, ketcrangan, dan/ atau bukti yang dilakaanakan secara 
objektlf dan profeaional berdasarkan auatu atandar pemcrikaaan 
untuk mengujl kepatuhan pemenuhan kewajiban perpe.jakan dacrah 

dan retribusi dan/ atau untuk tajuan lain Calam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah; 

BABU 

lfAIIA, 08.J&K, 8UBJZK DAl'I WA.JIB RETRIBUSI 

Paaal 2 

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambi!an dan atau 
• 

pemanfaatan Air Tanah 

Paaal3 

(1) Objek Pajak .4.ir Tanah adalah pengambilan dan /a.tau pemanfaatan 
Air Tanah dengan tajuan komenial. 

{2) Dikecualikan d&ri objek Pajak Air Tanah aebaga.imana C.imaksud pada 

ayat (I) adalah: 
a. 'Kcgiatan pcngambilan dan atau pemanfaatan air tanah olch 

Pemerintah dan Pemcrintah daerah; 



b. Kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk 
keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, dan penkanan 
ra.kyat, sena peribadatan: 

c. Pcngambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan 
Pemadam Kebakaran; 

Paaal4 

{l) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadr atau badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan au- tanah. 

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambtlan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

BAB!U 

DASAR PENGElfAAR, TARIF DAR' CARA PEKOHJTUNGAN PAJAK 

Panl5 
(l) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan air tanah. 

(2) 'N11ai Perolehan Air Tanah eebagairnana dimakaud pad a ayat (I) 
dinyatakan dalam rupiah yang dthitung dengan memperhitungkan 
faktor-faktor yaitu : 

a. Jenis eumber air 
b. L.okasi sumber air 
c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air 
d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan 
e. Kualitas air 
f. Tmgkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan o\eh pengambrlan 

dan ate.u pemanfaatan air 
(3) Nilai pasar sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) adalah harga rata- 

rata yang berlaku di Jokaai aetempat di wilayah daerah yang 
beraangkutan sebagaimana ter<:antum dalam lampiran Peraturan 
Bupati ini 

Panl6 
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan eebeeer 20"k (dua pu\uh peraen). 

Panl 7 
Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif aebagaimana dimakaud dalam paaal 6 dengan dasar 

pengenaan pajak air tanah sebagai.mana dimakaud dalam Pasa.l S ayat 

(31, 



Pa11al 8 

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan 
dan pemanfaata.n Air Tanah yang dirnanfaatkan secara komersial. 

BABV 

WEWENAIIG .. ..,. 
Memberikan wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Takalar untuk melakt:.kan pemungutan pajak air tanah 
berdasarkan ketentuan yang bertakr.. 

BAB VI 

TATACARAPENYETORAN 

Pa.-.110 
(I) Semua basil pungutan Pajak Air Tanah dalam wilayah Kabupaten 

Takalar disetor ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Takalar secara bruto selambat- 
lambatnya l x 24 jam. 

(21 Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Takalar diharuskan menyetor secara bruto ke Kas 
Daerah/Pemegang Kas Daerah Kabupaten Takalar terhadap semua 
jenis pungutan Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam pemungutan Pajak 
sebagaimana d.imaksud pada ayer (1), dengan menggunakan Bend. 17 
selambat-lambatnya tanggal :10 eeuap bulannya. 

BAB IV 

IIISENTIF PEMlJlfGUTAII 

P•11al ll 
(I) lnstanai yang melaksanakan pemungutan paja.k air tanah dapat 

drbertkan insentif sebesar 5% dari reajisasi penerimaan pajak air 
tanah pada tahun berkenaan, atas dasar pencapruan kmeqa tenentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Takalar. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insenuf sebagaimana 
dimaksud pada ayat ill diatur oleh Bupatl sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 



BAB VD 

DTBIITtJAI( PEIWTtJP 

Paaall2 

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peratunm Bupati Nomor 

12.a Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah dinyatakan 

dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Paul 13 
Peraturan ini mulai bcrlaku pad.a tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati lni dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah 
Kabupaten TakalaT. 

Ditetapkan di Takala.r 
Pada tanggal 13 1'!'15iW�I · 2017 • • 

• 

Diundangkan di Takalar 
pada tanggal 1, O'UJ41.I 2017 

AERAH KABUPATEN TAKALAR, 

ina Uta.ma Madya 
8 199010 I 002 

SERITA OAERAH KABUPATEN TAKAI..AR TAHUN 2017 NOMOR. .. I?.! 



LAMP<RAN 
NO MOR 
TAN GOAL 
TENT ANO 

: PERATIJRAN BUPATI TAKAI.AR 
. O.( TAHUN2017 
: IS fe'Dl&C/.As.:I .Jf/17- 
: PEIAKSAN.......,.. PAJAK AIR TANAH 

NO. OBYEK PAJAK NPA/HAROA 
KETERANOAN DASARA!R 

L SEKTOR lNOUSTR1, PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 

L Umum Pabrik, industri •• •• s/d 100 M• 1000/M• min um, industri yMg b. IOI - 250 M• 2000/MI menggunakan baban ,. 251-SOOMl 3000/MS ,. 501- 1.000 M• 4000fM• ha.Im air. ,. 1.001 - 1.500 M• 5000/M• 
r. Lebih Dari 1.500 M• 6000/MI ,. Pertamlna dan KonUB.ktomva 2000iM• 

SEKTOR PEROAOANGAN, SEKTORJASA Penokoen, 11w11lay11n, ,. pcrbe.nkan, asumm1!, DAN SEKTOR PARIWISATA hotel, pcnginapan, •• s/d 100 M• 1000/M• restoran, n1mah makan, b. 101 - 250 M• 1500/M• eksportir, pcngisian ,. :Z5l-500M3 2000/M• lcolam. pencucian, •• SOI - t.000 MJ 2500/M• pcrkantoran ''" "MM ,. l.001 - 1.500 M• 3000/M• yang bc!llifat komersil r. Lebih Dari l.500 M• 4000/M• lainnya. 
3. SEKTOR PERT'ANIAN 

UMha l>ertanian, Petemakan, 
Perkeburum, Perik:anan, dM UM ... 
Pertanian lalrmya di luar pcnanian rakyat ,. s/d 100 M• 500/M• 

b. lOI - 250 M• 1000/M• ,. 251- 500 M• 2000/M• ,. SOI - 1.000 M• 2500/M• ,. l.001 - 1.500 M• 3000/M1 
r. Lebih Dari 1.500 M• 4000/M• 

4. KOPERASI, UKM, O,\N USAHA VJN YANO 
JUOA BERFUNOSl SOS!AL: 

•• s/d lOO M• 500/M> Sekol.l!.h Umum PT . 
b. JOI - 250 M• 1000/M• Swasta, Yayasan RS. ,. 251 - 500 M' 2000/M• Swasta Klinik/Ba.lill 
d. SOI - 1.000 M3 2500/M• PengobAum ,. 1.001-1.SOOM• 3000/M• 
r. Lebth Oarl I.SOD M• 4000iM• ,. KHU SUS 
•• Pdabuhan laut cl.an sunga! 3000/M• 
b. Pelabuhan Udani 3500/M' ,. SEKTOR LAIN, SEWN ANOKA 1 s/d 5 
•• s/d 100 M• S00/M1 

"· IOI - 250 M• 1000/M• ,. 251 - 500 M• 2000/M• 
d. SOI - 1.000 M:I 2500/M> ,. 1.001 - 1.500 M• 3000/M:I 
r. Leblh Dali I.SOD M• 4000/M• 

> "' v!j;"'·· .,,. ' " ·V, r, C'.�. BAHARUDOlll ) 
'· "' .. .,. '" !', y 


